
 

BUPATI  KAIMANA 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 

 
PERATURAN BUPATI KAIMANA 

 

NOMOR   8   TAHUN  2020 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAIMANA, 
 

Menimbang    : a. bahwa   guna   terwujudnya   peningkatan   efektifitas   dan 

kompetensi dalam penyelenggaran pemerintahan kampung. 

 b. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 15 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Kampung,  Pasal  13 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan     dan     Pemberhentian     Perangkat     Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 

77 Peraturan Derah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Kampung. 

 

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, 
perlu ditetapkan    Peraturan    Bupati    tentang    Pedoman 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kampung di Kabupaten Kaimana. 
 

 

Mengingat      : 1. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884). 

 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten   Pengunungan   Bintang,   Kabupaten   Yahukimo, 
Kabupaten    Tolikara,    Kabupaten    Waropen,    Kabupaten
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Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 

Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 
2002 Nomor 129). 

 

3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 
 

4.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679). 

 

5. Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014   tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Tahun  2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321). 

 

6. Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang 

Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887). 
 

7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan 
Kepesertaan Program   Jaminan   Sosial   (Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253). 

 

8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091). 

 

9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2014 
tentang Pemilihan  Kepala  Desa  (Berita  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221). 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094). 
 

11.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor   1   Tahun   2015   tentang   Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 158). 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 
 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037). 
 

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah 
diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 66 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1222). 

 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223). 

 

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6). 
 

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 53). 
 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1037). 
 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038). 

 

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1099). 
 

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Administrasi Pemerintahan  Desa  (Berita  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100). 

 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). 

 

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 155). 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang 

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955). 

 

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
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26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611). 
 

27.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203). 

 

28.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261). 

 

29.  Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4). 
 

30.  Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana 

Tahun 2019 Nomor 18). 
 

31. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  2  Tahun  2017  tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli serta Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah 
Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 162). 

 

32. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  3  Tahun  2017  tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Kaimana  (Berita  Daerah 
Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163). 

 

33. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  4  Tahun  2017  tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana 

(Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164). 
 

34. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  5  Tahun  2017  tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 

Kaimana Tahun 2017 Nomor 165). 
 

35. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  5  Tahun  2019  tentang 
Pelimpahan Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Kepala 
Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 

226). 
 

36. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  8  Tahun  2019  tentang 
Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten 

Kaimana  (Berita  Daerah  Kabupaten  Kaimana  Tahun  2019 
Nomor 229). 

 

37. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  39  Tahun  2019  tentang 
Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada 

Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten 
Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 

260). 
 

38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 

Kaimana Tahun 2019 Nomor 262).
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39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2019 Nomor 263). 

 

40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Badan  Daerah  Kabupaten  Kaimana  (Berita  Daerah 
Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264). 

 

41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian 

Tugas Distrik  Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2019 Nomor 267). 

 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN      BUPATI      KAIMANA      TENTANG      PEDOMAN 

PEMBENTUKAN SUSUNAN   ORGANISASI   DAN   TATA   KERJA 
PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA 

 

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
 

1.    Daerah adalah Kabupaten Kaimana. 
 

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  Kaimana  dan  Perangkat 
Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

 

3.    Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana. 
 

4.    Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Kaimana. 
 

5. Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Kampung   yang 
selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah 

Kabupaten Kaimana. 
 

6. Aparat   Pengawas   Internal   Pemerintah   yang   selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kcmenterian, unit 

pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat 
daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. 

 

7.    Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten Kaimana. 

 

8. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut 
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan,   kepentingan   masyarakat   setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

9. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada 

di wilayah Kabupaten Kaimana. 
 

10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu 
perangkat Kampung     sebagai     unsur     penyelenggara 
Pemerintahan Kampung. 

 

12.  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung 
adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan 
tugas dan fungsi serta hubungan kerja dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kampung. 
 

13.  Nomor Registrasi Perangkat Kampung (NRPK) adalah nomor 
identitas sebagai perangkat kampung yang digunakan sebagai 

dasar dalam pemberian hak. 
 

14.  Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat 
Bamuskam adalah   lembaga   yang   melaksanakan   fungsi 

pemerintahan yang   anggotanya   merupakan   wakil   dari 
penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

 

15.  Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung. 
 

16.  Keuangan   Kampung   adalah   semua   hak   dan   kewajiban 
Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang   dan   barang   yang   berhubungan   dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. 

 

17.  Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat kampung. 

 

18. Pemberdayaan   Masyarakat   Kampung   adalah   upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

dengan meningkatkan   pengetahuan,  sikap,  keterampilan, 
perilaku,  kemampuan,   kesadaran,   serta   memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Kampung. 

 

19.  Data   Kampung   adalah   gambaran   menyeluruh   mengenai 
potensi yang  meliputi  sumber  daya  alam,  sumber  daya 

manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik 
dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta permasalahan yang dihadapi kampung. 

 

20. Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Kampung, 
selanjutnya disingkat  RPJM-K,  adalah  Rencana  Kegiatan 
Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya 
disebut APB-K,    adalah    rencana    keuangan    tahunan 
Pemerintahan Kampung. 

 

22. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala
 Kampung  yang  terdiri  dari  Sekretariat  Kampung, 
Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. 

 

23. Sekretaris  Kampung  adalah  perangkat  Kampung  yang 
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung. 

 

24. Pelaksana Kewilayahan merupakan Perangkat Pemerintah 

Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai satuan 
tugas kewilayahan yang meliputi Dusun.
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25.  Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Pemerintah Kampung 
yang  membantu  Kepala  Kampung  sebagai pelaksana tugas 
operasional yang    meliputi    Seksi    Pemerintahan,    Seksi 

Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan. 
 

26. Pelaksana Administrasi merupakan Unsur Staf Sekretariat 
Kampung yang   membantu   Sekretaris   Kampung   sebagai 
pelaksana administrasi yang meliputi Urusan Tata Usaha dan 

Umum serta Urusan Keuangan dan Perencanaan. 
 

27.  Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah 
unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan 
administrasi keuangan  untuk  menatausahakan  keuangan 

kampung. 
 

28. Perangkat Kewilayahan adalah Rukun Tetangga (RT) yang 
merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas 

membantu Kepala   Kampung   dalam   bidang   pelayanan 
pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan di 

wilayahnya. 
 

29.  Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 

perencanaan, penelitian,      pengembangan,      bimbingan, 
pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pengelolaan 
keuangan kampung. 

 

 
 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

 

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung untuk 
membentuk dan menyusun   susunan organisasi dan tata kerja 

beserta perangkatnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan kampung. 

 
Pasal 3 

 

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar 

penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat terlaksana secara 
efektif dan kompeten berdasarkan karakteristik, potensi dan 
kebutuhan kampung . 

 
Pasal 4 

 

(1) Ruang Lingkup pengaturan pembetukan struktur organisasi 
dan tata kerja pemerintah kampung dalam Peraturan Bupati 
ini adalah tata cara pembetukan struktur organisasi dan tata 

kerja pemerintah kampung di Kabupaten Kaimana. 
 

(2) Pengaturan tata cara pembetukan struktur organisasi dan 
tata kerja pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 

a.  Penyusunan    struktur    organisasi    dan    tata    kerja 
Pemerintah Kampung. 

b.  Susunan   organisasi,   tugas   dan   fungsi   Pemerintah 

Kampung. 

c.  Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Pemerintah 

Kampung.
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d.  Kewajiban dan Hak Perangkat Pemerintah Kampung. 

e.  Larangan dan Sanksi Perangkat Pemerintah Kampung. 

f.   Pembinaan       dan       Pengawasan       Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kampung. 

 

 
 

BAB III 
PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PEMERINTAH KAMPUNG 
 
 

Pasal 5 
 

(1) Struktur  organsiasi  dan  tata  kerja  pemerintah  kampung 
disusun dengan pertimbangan : 

a.  Tepat ukuran dan tepat fungsi. 

b.  Karateristik, potensi dan kebutuhan Kampung. 

c.  Kemampuan keuangan Kampung. 

(2) Susunan organsasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung. 
 

(3) Peraturan  kampung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) 
dilaporkan oleh Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik 
untuk di verifikasi, evaluasi dan klarifikasi. 

 
 

 
BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
PEMERINTAH KAMPUNG 

 
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 7 

 

(1)   Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu oleh 
Perangkat Kampung. 

 

(2)   Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas : 

a.  Sekretariat Kampung. 

b.  Pelaksana Kewilayahan. 

c.  Pelaksana Teknis. 

(3)   Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampung. 

 
Paragraf 1 

Sekretariat Kampung 

 
Pasal 8 

 

(1) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dan 
dibantu oleh unsur staf sekretariat. 

 

(2) Unsur staf sekretariat kampung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari :
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a.  Urusan Tata Usaha dan Umum. 

b.  Urusan Keuangan dan Perencanaan. 
 

(3)   Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
oleh Kepala Urusan. 

 
Paragraf 2 

Pelaksana Kewilayahan 

 
Pasal 9 

 

(1)   Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7  ayat  (2)  huruf  b  merupakan  unsur  pembantu  Kepala 

Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan. 
 

(2) Jumlah    unsur    pelaksana    kewilayahan    sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)  ditentukan  secara  proporsional 

antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan 
kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas 

wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan 
penduduk dan sarana prasarana penunjang tugas. 

 

(3)   Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Kepala Dusun. 

 
Paragraf 3 

Pelaksana Teknis 

 
Pasal 10 

 

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Kampung 
sebagai pelaksana tugas operasional. 

 

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari : 

a.  Seksi Pemerintahan Kampung. 

b.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 

c.  Seksi Pembangunan Kampung. 

(3)   Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipimpin oleh Kepala Seksi. 
 
 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

 
Paragraf 1 

Kepala Kampung 
 

Pasal 11 
 

(1) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1), berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Kampung 
yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung. 

 

(2) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan 

kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

 

(3)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) Kepala Kampung memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
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a. Menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, seperti tata 
praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Kampung, 
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman 

dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan 

dan pengelolaan wilayah. 

b. Melaksanakan  pembangunan,  seperti  pembangunan 

sarana prasarana Kampung, dan pembangunan bidang 
pendidikan, kesehatan. 

c. Melaksanakan    pembinaan    kemasyarakatan,    seperti 
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi, 

sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan 
ketenagakerjaan. 

d.  Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, seperti tugas 
sosialisasi dan motivasi masyarakat  di  bidang budaya, 
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

e. Menjaga     hubungan     kemitraan     dengan     lembaga 

masyarakat dan lembaga lainnya. 

f. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi. 

 

(4) Dalam   pelaksanaan   tugas   dan   fungsinya   sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kampung 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Distrik. 
 
 

Paragraf 2 
Sekretaris Kampung 

 
Pasal 12 

 

(1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (1), berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat 
Kampung. 

(2) Sekretaris Kampung bertugas membantu Kepala Kampung 

dalam bidang administrasi pemerintahan. 

(3) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang  dimaksud 
pada ayat (2), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah 
dinas, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

b. Melaksanakan   urusan   umum   seperti   penataan 

administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana 
perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, 

dan pelayanan umum. 

c. Melaksanakan   urusan   keuangan   seperti   pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 

keuangan,  dan  administrasi  penghasilan  Kepala 
Kampung, Perangkat Kampung, Bamuskam, dan lembaga 
pemerintahan Kampung lainnya. 

d.  Melakukan   urusan   perencanaan   seperti   menyusun 

rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung 
(APB-K),    menginventarisir    data-data    dalam    rangka
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pembangunan,   melakukan   monitoring   dan   evaluasi 
program, serta penyusunan laporan. 

e.  Melaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala 

Kampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
 

(4) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3),  Sekretaris  Kampung  memberikan  saran  dan 
pertimbangan kepada Kepala Kampung dan melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
 

(5) Dalam   pelaksanaan   tugas   dan   fungsinya   sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat (4), Sekretaris 

Kampung bertanggung jawab kepada Kampung Kampung. 

 
Paragraf 3 

Kepala Urusan 
 

Pasal 13 
 

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), 
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung. 

 

(2) Kepala  Urusan  bertugas  membantu  Sekretaris  Kampung 
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 
 

(3) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang  dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi : 

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, mempunyai fungsi 
melaksanakan urusan ketatausahaan, terdiri dari : 

1. Mengurus Tata naskah dan administrasi surat 
menyurat. 

2.  Mengurus kearsipan dan ekspedisi surat. 

3. Mengurus penataan dan pengelolaan administrasi 
perangkat Kampung. 

4.  Megurus penyediaan prasarana perangkat kampung 
dan kantor kampung. 

5.  Menyiapkan administrasi dan kebutuhan rapat. 

6.  Melaksanakan pengadministrasian dan inventarisasi 
aset kampung. 

7.  Melaksanakan pelayanan umum. 

b.  Kepala  Urusan  Keuangan  dan  Perencanaan,  memliki 

fungsi melaksanakan urusan keuangan dan koordinasi 
urusan perencanaan, terdiri dari : 

1.  Mengurus administrasi keuangan keuangan kampung. 

2.  Mengelola  administrasi  sumber-sumber  pendapatan 
Kampung. 

3.  Mengelola administrasi pengeluaran kampung. 

4.  Melakukan      verifikasi      administrasi      keuangan 

Kampung. 

5. Mengelola administrasi belanja penghasilan tetap, 
honorarium, insentif dan bantuan keuangan 
pemerintahan kampung. 

6.  Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja 
kampung (APB-K). 

7.  Menginvertaris data-data dalam rangka perencanaan 
pembangunan dan pemberdayaan kampung.
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8.  Melakukan monitoring dan evaluasi program. 

9.  Meyusun laporan keuangan Kampung. 
 

(4) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Kepala Urusan memberikan saran dan pertimbangan 
kepada Sekretaris Kampung dan melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Sekretaris Kampung sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

 

(5) Dalam   pelaksanaan   tugas   dan   fungsinya   sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Urusan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Kampung. 

 
Paragraf 4 

Kepala Seksi 

 
Pasal 14 

 

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 
berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 

 

(2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Kampung sebagai 

pelaksana tugas operasional. 
 

(3) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang  dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi : 

a.  Kepala Seksi Pemerintahan Kampung, meliputi : 

1.  Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan. 

2.  Menyusun rancangan regulasi Kampung. 

3.  Melakukan pembinaan masalah pertanahan. 

4.  Melaksanakan     pembinaan     ketenteraman     dan 
ketertiban. 

5.  Melaksanaan upaya perlindungan masyarakat. 

6.  Mengelola data dan permasalahan kependudukan. 

7.  Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah. 

8.  Melaksanakan   pendataan   dan   pengelolaan   Profil 
Kampung. 

b.  Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, 

meliputi : 

1.  Melaksanakan  penyuluhan  dan  motivasi  terhadap 

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. 

2.  Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat. 

3.  Melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di 

bidang : 

a)  Budaya. 

b)  Ekonomi. 

c)  Politik. 

d)  Lingkungan hidup. 

e)  Pemberdayaan keluarga. 

f)   Pemuda. 

g)  Olahraga. 

h)  Karang taruna. 

4.  Meningkatkan upaya pelestarian nilai sosial budaya 

masyarakat. 

5.  Melaksanakan pembinaan keagamaan. 

6.  Melakukan pembinaan ketenagakerjaan.
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c.  Kepala Seksi Pembangunan Kampung, meliputi : 

1.  Melaksanakan    pembangunan    sarana    prasarana 
Kampung. 

2.  Melaksanakan pembangunan bidang Pendidikan. 

3.  Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan. 

4.  Melaksanakan pembangunan infrastruktur kampung 
lainnya. 

 

(4) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Kepala Seksi memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Kepala Kampung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Kampung sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

(5) Dalam   pelaksanaan   tugas   dan   fungsinya   sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Seksi 
bertanggung jawab kepada Kepala Kampung. 

 
Paragraf 5 

Kepala Dusun 

 
Pasal 15 

 

(1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 

berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. 
 

(2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Kampung dalam 
pelaksanaan tugas di wilayahnya. 

 

(3) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang  dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, 

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas 
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

b.  Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 

c. Melaksanakan     pembinaan     kemasyarakatan     dalam 

meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat 
dalam menjaga lingkungannya. 

d.  Melakukan   upaya-upaya    pemberdayaan   masyarakat 
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. 

 

(4) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Kepala Dusun memberikan saran dan pertimbangan 
kepada Kepala Kampung dan melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Kampung sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

 

(5) Dalam   pelaksanaan   tugas   dan   fungsinya   sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dusun 
bertanggung jawab kepada Kepala Kampung. 

 
 

Bagian Ketiga 
Tata Kerja 

 
Pasal 16 

 

(1) Dalam     melaksanakan     tugasnya,     Kepala     Kampung 

bertanggung    jawab    memimpin    dan    mengoordinasikan



- 14 -  

 

bawahannya  masing-masing  dan  memberikan  bimbingan 
serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

 

(2) Pelaksanaan       fungsi       dan       wewenang       Kampung 

diselenggarangakan oleh Kepala Kampung, kegiatan 
administrasi diselenggarakan oleh Sekretariat, kegiatan 
operasional diselenggarakan oleh pelaksanateknis, dan tugas 

kewilayahan dilaksanakan oleh pelaksana kewilayahan. 
 

(3) Sekretaris Kampung, kepala urusan, kepala seksi dan kepala 
dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan 

wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi. 

 

(4) Dalam hal Kepala Kampung berhalangan tidak lebih dari 2 
(dua) hari, Kepala Kampung menunjuk Sekretaris Kampung 
untuk melaksanakan tugas Kepala Kampung. 

 

(5) Dalam   hal   Sekretaris   Kampung   berhalangan,   Kepala 

Kampung dapat menunjuk perangkat Kampung lainnya sesuai 
bidang tugasnya atau yang dianggap mampu. 

 

 
 

BAB V 
PENGANGKATAN 

PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG 
 
 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Pengangkatan 

 
Pasal 17 

 

(1) Calon  Perangkat  Kampung  wajib  memenuhi  persyaratan 
umum dan khusus. 

 

(2)   Persyaratan  Umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
antara lain : 

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama 

atau yang sederajat (paket B). 

b.  Berusia  20  (dua  puluh)  tahun  sampai  dengan  genap 
berusia 42 (empat puluh dua) tahun. 

c. Memenuhi     kelengkapan     persyaratan     administrasi 

berupa : 

1.  Surat Permohonan menjadi perangkat Kampung yang 
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas 
bermaterai bagi calon perangkat Kampung yang 

diproses melalui penjaringan dan penyaringan. 

2.  Kartu Tanda Penduduk, dan/atau 

3.  Surat Keterangan Tanda Penduduk. 

4.  Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas 

bermaterai. 

5.  Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh 
yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.
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6.  Foto kopi Ijazah SLTP atau Ijazah Paket B dan/atau lain 
yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

7.  Akte  kelahiran/surat  keterangan  kenal  lahir  yang 
sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

8. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana 

penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman 
paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri. 

9.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian 

setempat. 

10. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan pada jabatan 

apapun atau staf di Kampung yang bermaterai cukup. 

11. Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan darah 
secara langsung dan bukan merupakan suami/istri 

dari Kepala Kampung bermaterai cukup. 

12. Surat Keterangan sehat dari Dokter Puskesmas. 
 

(3)   Persyaratan Khusus  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain : 

a.  Berdomisili/bertempat tinggal di Kampung setempat. 

b. Mengenal dan memahami adat istiadat, komputer dan 

budaya Kampung setempat. 

c. khusus   Kepala   Urusan   Keuangan   dan   Perencanaan 

diutamakan menguasai komputer dan dasar-dasar 
akuntansi. 

 
 

Bagian Kedua 
Mekanisme Pengangkatan 

 
Pasal 18 

 

(1) Kepala Kampung mengundang Bamuskam untuk didengar 

pertimbangannya mengenai rencana pengangkatan perangkat 
kampung. 

 

(2) Dalam melakukan pengangkatan perangkat Kampung, Kepala 

Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan atau 
seleksi calon perangkat Kampung yang dilakukan oleh Tim 
Seleksi   yang terdiri dari ketua, sekretaris dan minimal 

seorang anggota. 
 

(3) Tim Seleksi perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung. 
 

(4)   Tim Seleksi mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun jadwal tahapan penjaringan dan penyaringan 

calon perangkat Kampung. 

b. Mengumumkan   pembukaan   pendaftaran   bakal   calon 
perangkat Kampung. 

c.  Menerima dan meneliti berkas  persyaratan bakal calon 
perangkat Kampung. 

d. Melaksanakan seleksi terhadap calon perangkat Kampung. 

e. Melaporkan  hasil  penjaringan  dan  penyaringan  kepada 

Kepala Kampung.
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(5) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan melalui tahapan : 

a. Pengumuman. 

b. Pendaftaran. 

c. Verifikasi  kelengkapan  berkas  dan  validasi/keabsahan 
berkas persyaratan. 

d. Pelaksanaan seleksi bagi calon yang lebih dari 1 (satu) 

orang. 
 

(6)   Tim melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada 

Kepala Kampung. 
 

(7) Kepala   Kampung   melakukan   konsultasi   dengan   Kepala 
Distrik mengenai hasil penjaringan dan penyaringan 
perangkat kampung. 

 

(8) Kepala Distrik memberikan rekomendasi tertulis mengenai 

calon perangkat Kampung berdasarkan hasil konsultasi 
dimaksud. 

 

(9) Rekomendasi tertulis oleh Kepala Distrik paling lama 3 (hari) 

hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari Kepala 
Kampung. 

 

(10) Dalam  hal  rekomendasi  Kepala  Distrik  berisi  penolakan, 

maka Kepala Kampung melakukan penjaringan dan 
penyaringan kembali calon perangkat Kampung yang ditolak. 

 

(11) Dalam    hal    rekomendasi    Kepala    Distrik    memberikan 

persetujuan, maka rekomendasi tertulis Kepala Distrik 
dijadikan dasar oleh Kepala Kampung dalam pengangkatan 

perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung. 
 

(12) Calon  perangkat  Kampung  yang  telah  diangkat  sebagai 

perangkat Kampung dapat ditempatkan pada jabatan untuk 
mengisi kekosongan dalam jabatan berdasarkan Keputusan 

Kepala Kampung tentang penempatan perangkat Kampung 
dalam jabatan. 

 

(13) Bagi perangkat kampung yang berasal dari Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), dilaksanakan dengan ketentuan : 

a. Harus  mendapatkan  izin  tertulis  dari  Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah dan memenuhi persyaratan umum 
dan khusus. 

b. Mekanisme  pengangkatan  PNS   berpedoman  pada 

ketentuan pengangkatan perangkat kampung. 

c. PNS   yang   diangkat   menjadi   perangkat   Kampung, 

dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi 
perangkat Kampung tanpa kehilangan hak sebagai PNS. 

d. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat 

Kampung mendapatkan tunjangan perangkat Kampung 
dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. 
 

(14) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat kampung, Kepala 
Kampung bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, 
memberikan bimbingan, serta petunjuk-petunjuk bagi 

pelaksanaan  tugas  perangkat  Kampung  serta memberikan 
penilaian kinerja perangkat kampung.



- 17 -  

 

(15) Penilaian terhadap kinerja didasarkan pada pencapaian kerja 
perangkat Kampung sesuai tugas dan fungsi yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung. 
 

(16) Tata cara penilaian kinerja perangkat Kampung sebagaimana 
dimaksud diatur dengan Peraturan Kepala Kampung. 

 
 

Bagian Ketiga 
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 

 
Pasal 19 

 

(1) Pelantikan Perangkat Kampung dilakukan paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Kepala 

Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung. 
 

(2) Sebelum    mengemban    tugasnya,    perangkat    Kampung 
mengucapkan   sumpah/janji,   dengan   susunan   sebagai 

berikut : 

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya 
akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Kampung 
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. 
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya 
akan melaksanakan segala peraturan perundangundangan 
yang berlaku dengan  selurus-lurusnya yang berlaku bagi 
Kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

(3) Pengucapan    sumpah/janji    dilaksanakan    oleh    Kepala 

Kampung dihadiri oleh Kepala Distrik atau yang mewakili, 
Ketua Bamuskam dan undangan lainnya. 

 
 

Bagian Keempat 
Registrasi Perangkat 

 
Pasal 20 

 

(1) Perangkat  Kampung  yang  telah  diangkat  dan  ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 12 dilakukan 

registrasi data perangkat Kampung. 
 

(2) Registrasi data perangkat Kampung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Kampung untuk kepentingan pengendalian data 
perangkat Kampung dengan. 

 

(3) Registrasi data perangkat Kampung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan dengan mengeluarkan Nomor 
Registrasi Perangkat Kampung (NRPK) yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kampung. 
 

(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melakukan 
validasi dan pemutakhiran data perangkat Kampung secara 

berkala. 
 

(5) Untuk    kepentingan    pemutakhiran    data    sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Kepala Kampung wajib melaporkan 

Pengangkatan,pemberhentian dan alih tugas perangkat 
kampung dengan melampirkan Keputusan Kepala Kampung
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kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kampung. 

 

(6)   NRPK  digunakan  sebagai  dasar  pemberian  hak  perangkat 

Kampung. 
 

 
 

BAB VI KEWAJIBAN 

DAN HAK 
PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG 

 
 

Bagian Kesatu 
Kewajiban Perangkat Pemerintah Kampung 

 
Pasal 21 

 

Perangkat kampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15, 
mempunyai kewajiban antara lain : 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b.  Melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan  Kampung  yang 

bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 

c. Mentaati        dan        menegakan        seluruh        peraturan 

perundangundangan. 

d.  Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung yang 
baik. 

e. Melaksanakan  dan  mempertanggungjawabkan  tugas  serta 
wewenangnya. 

f. Mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan 
yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan 
Kampung dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, 

APBD Kabupaten, APB Kampung, dan sumber lain yang sah. 
 
 

Bagian Kedua 
Hak Perangkat Pemerintah Kampung 

 
Pasal 22 

 

Perangkat kampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15, 
memiliki hak antara lain : 

a. Menerima penghasilan tetap. 

b. Menerima   tunjangan   jaminan   kesehatan   dan   tunjangan 

jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

c.  Menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan 
lainnya yang sah dan jabatan perangkat Kampung dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan Kampung. 

d. Memperoleh  peningkatan  kapasitas  melalui  pendidikan  dan 
pelatihan, pembekalan, sosialisasi, bimbingan teknis. 

e. Mendapatkan cuti.
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BAB VII LARANGAN DAN 
SANKSI 

PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG 
 

Bagian Kesatu 
Larangan Perangkat Kampung 

 
Pasal 23 

 

Perangkat kampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15, 
memiliki larangan lain : 

a. Merugikan kepentingan umum. 

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. 

c. Menyalahgunakan    wewenang,    tugas,    hak,    dan/atau 
kewajibannya. 

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau 

golongan masyarakat tertentu. 

e. Melakukan  tindakan   meresahkan   sekelompok  masyarakat 

Kampung. 

f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, 
barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi 

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 

g. Menjadi pengurus partai politik. 

h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. 

i. Merangkap    jabatan    sebagai    ketua    dan/atau    anggota 

Bamuskam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang 
ditentukan dalam peraturan perundangundangan. 

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, 

pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Kampung. 

k. Melanggar sumpah/janji jabatan. 

l. Meninggalkan  tugas  selama  60  (enam  puluh)  hari  kerja 
berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 
 
 

Bagian Kedua 
Sanksi Perangkat Kampung 

 
Pasal 24 

 

(1) Perangkat  kampung  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan melanggar 
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan 

sanksi administratif berupa : 

a.  Teguran lisan. 

b.  Teguran tertulis. 

c. Teguran  lisan  sebagaimana  dimaksud  huruf  a  berupa 

teguran lisan secara tertulis. 

d.  Teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf b berupa 

teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga.
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e. Dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf d 
tidak dilaksanakan, maka dapat diberhentikan sementara 
dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 

 

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dengan cara : 

a. Kepala Kampung melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi 
perangkat Kampung. 

b. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Kepala 
Kampung dapat menerapkan Penilaian Kinerja Perangkat 
Kampung. 

c. Hasil  pembinaan  dan  pengawasan  dituangkan  dalam 

berita acara. 

d. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran 

terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, 
maka  Kepala Kampung memberikan teguran lisan dan 
tertulis. 

e. Teguran  lisan  dan  tertulis  dilakukan  dengan  urutan 

sebagai berikut : 

1.  Teguran lisan. 

2.  Teguran tertulis kesatu dikeluarkan 15 (lima belas) 
hari setelah teguran lisan. 

3.  Teguran tertulis kedua dikeluarkan 15 (lima belas) hari 

setelah teguran pertama. 

4.  Teguran tertulis ketiga dikeluarkan 15 (lima belas) hari 

setelah teguran kedua. 

f. Teguran   lisan   dan   tertulis   sebagaimana   dimaksud 

disampaikan kepada perangkat Kampung disertai bukti 
tanda terima dari perangkat Kampung yang bersangkutan, 
atau pihak keluarga. 

g. Dalam  hal  selama  15  (lima  belas)  hari  sejak  teguran 
tertulis  ketiga  sebagaimana  dimaksud  perangkat 

Kampung yang bersangkutan tidak mengindahkannya, 
maka Kepala Kampung melakukan konsultasi kepada 
Kepala Distrik. 

h.  Hasil  konsultasi  menjadi   dasar  penentuan  tindakan 
Kepala Kampung selanjutnya. 

 
 
 

BAB VIII 
PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG 

 
Paragraf 1 

Pemberhentian 

 
Pasal 25 

 

(1) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2), berhenti karena: 

a.  Meninggal dunia. 

b.  Atas permintaan sendiri. 

c.  Diberhentikan.
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(2) Perangkat  Kampung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2 
huruf c, diberhentikan karena : 

 

 a. 

b. 

Telah berumur 60 (enam puluh) tahun. 

Tidak  dapat  melaksanakan  tugas  secara  berkelanjutan 
 atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 

(enam) bulan. 

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Kampung. 

d. Melanggar larangan bagi Perangkat Kampung. 

 e. Dinyatakan   sebagai   terpidana   berdasarkan   putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(3) Perangkat Kampung yang tidak dapat melaksanakan tugas 
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah : 

a. Apabila   perangkat   Kampung   menderita   sakit   yang 
mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi 

secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter yang berwenang, dan/atau 

b. Apabila      perangkat      Kampung      tidak      diketahui 
keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan 

dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari 
Kepolisian Republik Indonesia atau aparat penegak hokum 

lainnya. 
 

(4) Pemberhentian     perangkat     kampung     dengan     alasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan dengan 
hormat. 

 

(5) Perangkat   Kampung   diberhentikan   dengan   mekanisme 

sebagai berikut : 

a. Kepala  Kampung  melakukan  konsultasi  dengan  Kepala 

Distrik mengenai pemberhentian perangkat Kampung. 

b. Kepala Distrik memberikan rekomendasi tertulis mengenai 

pemberhentian perangkat Kampung yang telah 

dikonsultasikan dengan Kepala Kampung yang didasarkan 
pada persyaratan pemberhentian perangkat Kampung. 

c.  Rekomendasi tertulis Kepala Distrik dijadikan dasar oleh 

Kepala Kampung dalam pemberhentian perangkat 

Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung. 
 

(6) Kepala Kampung wajib melaporkan mengenai pemberhentian 
perangkat Kampung kepada Bupati melalui Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 

 
Paragraf 2 

Pemberhentian Sementara 

 
Pasal 26 

 

(1) Perangkat  Kampung  diberhentikan  sementara  oleh  Kepala 
Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung setelah 

berkonsultasi dan mendapat rekomendasi dari Kepala Distrik. 
 

(2) Pemberhentian  sementara  Perangkat  Kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), karena : 

a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, 
terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap 
keamanan Negara.
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b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register 
perkara di pengadilan. 

c. Tertangkap tangan dan ditahan. 

d. Melanggar larangan sebagai perangkat Kampung yang diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
 

(3) Perangkat     Kampung     yang     diberhentikan     sementara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan 
tetap (Siltap) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen). 

 

(4) Perangkat     Kampung     yang     diberhentikan     sementara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila setelah melalui 
proses peradilan ternyata diputuskan bebas atau terbukti tidak 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan, Kepala 
Kampung wajib mengaktifkan kembali Perangkat Kampung 

yang bersangkutan kepada jabatan semula. 

 
Paragraf 3 

Kekosongan Jabatan dan Alih Tugas Jabatan 
 

Pasal 27 
 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan perangkat Kampung, dilakukan 
pengisian kekosongan perangkat tersebut dengan cara : 

a. Alih tugas perangkat Kampung di lingkungan Pemerintah 

Kampung. 

b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Kampung. 
 

(2) Pengisian kekosongan perangkat melalui alih tugas perangkat 
kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

diberikan kepada pelaksana tugas yang dirangkap oleh 
perangkat Kampung lain yang tersedia. 

 

(3) Pelaksana   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) 
ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan surat perintah tugas 

yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala 
Distrik paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

penugasan. 
 

(4) Pengisian  kekosongan  perangkat  melalui  penjaringan  dan 

penyaringan calon perangkat kampung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan 

sejak perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti. 
 

(5) Pelaksanaan   pengisian   kekosongan   perangkat   Kampung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikonsultasikan dengan 

Kepala Distrik. 
 

 
 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG 
 

Pasal 28 
 

(1) Bupati  Kaimana  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan 

dalam penyelenggaraan    pemerintaahn    kampung,    yang
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dilaksanakan   oleh   perangkat   daerah   sesuai   tugas   dan 
fungsinya antara lain : 

a.  Inspektorat Kabupaten Kaimana. 

b.  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

c.  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 

(2) Distrik  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan kampung oleh setiap kampung 

yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur 
dalam Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada 

Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten 

Kaimana. 
 

 
 

BAB XV KETENTUAN 
PERALIHAN 

 
Pasal 29 

 

(1) Sekretaris Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri 
Sipil tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 
 

(2) Mutasi jabatan Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai 
Negeri Sipil   dilaksanakan   sesuai   ketentuan   peraturan 

perundang-undangan. 
 

(3) Perangkat Kampung yang diangkat sebelum ditetapkannya 

Peraturan  Bupati  ini  tetap  melaksanakan  tugas  sampai 
habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan 
pengangkatannya. 

 

(4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat 

secara periodisasi jabatan kepala kampung yang telah habis 
masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) 
tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) 

tahun. 
 

 
 

BAB XVI KETENTUAN 
PENUTUP 

 
Pasal 30 

 

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 32 

 

Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa 
kampung di Kabupaten Kaimana wajib menyesuaikan dan 

berpedoman dengan Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 33 

 

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 
34 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana. 

 

 
 

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal  1 April   2020 

 

BUPATI KAIMANA 
 

CAP/TTD 

 
MATIAS MAIRUMA 

 
 
 

Diundangkan di Kaimana   
pada tanggal  1 April   2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, 

CAP/TTD 

RITA TEURUPUN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR  279 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
 
 

 
SITI ROHMA, SH 

PEMBINA 
NIP. 19750620 200012 2 008 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KAIMANA 
NOMOR   8   TAHUN 2020 

TENTANG 
PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI 
DAN    TATA    KERJA    PEMERINTAH    KAMPUNG 
DI KABUPATEN KAIMANA 

 

 
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG 
DI KABUPATEN KAIMANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI KAIMANA, 
 
               CAP/TTD 
 

 MATIAS MAIRUMA 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

 
 

 
SITI ROHMA, SH 

                                                       PEMBINA 


